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Abstract

This research was held at Timoreng Panua’s Village Office to determine the influences of people’s participation on Timoreng Panua’s development, along with the influencing factors. The data collection methods used were field observation, literature study, and questionnaire. There were forty (40) people in population, all accounted as research’s sample.

The results were as followed; people’s attendance in development plan conference was 80% less good; people’s involvement on development directing process in the conference was 60% good; people’s responsibility in the act of development was 60% good; people’s involvement in taking advantage of development results was 77,50% good; people’s active involvement in decision making, planning throughout monitoring, and evaluating development process, was 50% good; the executive committee’s tasks in the development plan conference were 82,50% effective; the mechanism of conference implementation was 72,50% good; the conference participants’ participation was 67,50% less participated;  the conference participants’ suggestions were 77,50% accepted; implementation of the development’s plan was 82,50% good; availability of the conference’s informant was 75% available; in the process of decision making was 82,50% good; and  the conference participants’s rights in decision making was 75% notified. In term of influencing factors, there were supporting factors as followed; village officials (in term of human resources) in competency to implement the conference’s results were 87,50% competent; the existence of coordination and transparency in term of funding sources and development plans was 75% supportive. While the resisting factors came from physical environment, social-economic, and cultural factors, were indeed influencing by 75%.

A. Pendahuluan
Salah satu unsur kepuasan demokrasi, terletak pada jumlah keterlibatan masyarakat dalam proses kerja unit pemerintahan yang berskala kecil, termasuk di dalamnya adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan di daerahnya. Kiranya perlu dikemukakan bahwa titik berat partisipasi masyarakat dalam masalah-masalah yang ada di wilayahnya dipandang sangat urgen, karena akan berkaitan dengan tingkat operasional dari suatu pemerintahan. Dengan demikian kita ingin mengetahui sejauh mana individu-individu itu percaya bahwa mereka memikul sejumlah kewajiban kepada masyarakat. Kondisi ini telah memberikan suatu kesadaran bahwa diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan diri, khususnya masyarakat dan aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia maupun kualitas sumber daya lain, yang akan berdampak bagi terciptanya kualitas program pembangunan di didaerahnya.
Namun disadari bahwa masyarakat sekarang ini sebagian besar masih jauh dari masyarakat yang mempunyai kualitas, dan sumber daya manusianya juga masih rendah. Hal tersebut terjadi karena faktor pendidikan masyarakat itu sendiri masih rendah. Khususnya masyarakat yang ada di Desa Timoreng Panua, terdiri dari kelompok masyarakat yang sebagian besar berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas, masyarakat tersebut rata-rata menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, baik sebagai pemilik lahan ataupun hanya sebagai penggarap saja. Masyarakat tesebut, tentunya memiliki jenjang pendidikan yang tidak sama. Artinya, jenjang pendidikan yang berbeda yang berpengaruh pula kepada sikap dan partisipasinya terhadap proses pembangunan di daerahnya.
Desa Timoreng Panua yang dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya masih rendah pendidikannya, pada umumnya memiliki sumber daya insani yang sangat lemah dan berkecenderungan memiliki sikap yang acuh tak acuh terhadap dunia pendidikan, dengan sikap yang acuh atau kurang peduli terhadap pendidikan, maka hal itu akan berpengaruh terhadap sikap partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan di daerahnya, apalagi dalam hal memberikan suatu ide atau buah pikiran terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu gejala yang saling bertalian, sebab pendidikan dan masyarakat merupakan dua aspek kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya ibarat dua sisi dari sebuah mata uang, dimana keberadaan masyarakat membutuhkan pendidikan dan pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat. 

Pendidikan merupakan sarana pewarisan budaya ke generasi berikutnya. Bagaimanapun tingkat kemajuan yang telah dapat dicapai, pendidikan tidak dapat dilupakan, sebab pendidikan bukan suatu alternatif, tetapi suatu keharusan yang akan merealisasikan potensi kemanusiaan manusia dengan segala prestasinya.

Adanya keterkaitan yang erat antara tingkat pendidikam masyarakat, terhadap partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua, maka tidak jarang ditemui dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di desa tersebut, masyarakat kurang berpartisipasi. Suatu contoh misalnya dalam proses pelaksanaan musrenbang yang diadakan tiap tahunnya, dari sekian banyak masyarakat yang diundang pada acara rapat musrenbang tersebut, hanya sebagian saja yang menghadirinya untuk berpartisipasi dalam memberikan ide atau buah pikiran guna penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.

Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut di atas, dilatarbelakangi oleh pendidikan masyarakat yang masih rendah. Pendidikan masyarakat banyak menghadapi hambatan untuk menarik keikutsertaan masyarakat bagi terwujudnya pelaksanaan pembangunan. Hal ini terutama di kalangan masyarakat yang masih terikat dengan cara-cara berpikir yang tradisional (masyarakat terbelakang, khususnya masyarakat petani yang hidup di Desa Timoren Panua), di samping adanya gejala-gejala kemiskinan yang selalu menghimpit mereka. Oleh karena itu, tidak sedikit di antara masyarakat petani yang ada di desa tersebut masih memandang sebelah mata untuk menempuh pendidikan.
Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang”
B. Pengertian Musrenbang

Musrenbang adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan (rencana kelurahan) tahun anggaran berikutnya (tim kerja buku panduan penyelenggaraan Musrenbang, 2008:3).

Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kamajuan kelurahan dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar daerah.
Musrenbang berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai consensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan anggaran.
C. Sikap Partisipatif Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut S.P. Siagian (2002:41), mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan adalah usaha secara sadar untuk mengubah nasib. Pembangunan adalah ihtiar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik juga suatu usaha yang terus menerus untuk membuat yang lebih baik lagi, di dalamnya terkandung pula niat untuk mewariskan masa depan yang lebih baik, dan lebih membahagiakan bagi generasi yang akan datang.

Apabila perumusan di atas tersebut ditelaah atau dikaji, maka dapat diperoleh suatu gambaran umum, bahwa yang dimaksud dengan pembangunan ialah usaha bagi suatu bangsa untuk mengubah kehidupannya yang dianggap belum baik, menjadi baik. Juga merupakan suatu bukti pertanggungan jawab kepada generasi mendatang agar mereka dapat memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik.

Sikap partisipatif masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti dalam uraian berikut :

1. Keterlibatan dalam Proses Penentuan Arah

Sikap masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pembangunan pada bentuk seperti ini, menunjukkan bagaimana masyarakat memberikan dukungan ataupun reaksi terhadap proses penentuan tujuan serta arah pembangunan.

Pada umumnya sikap masyarakat dalam hal ini ditentukan oleh hubungan-hubungan kepentingan, dan tujuan antara masyarakat dengan apa yang digariskan oleh pemerintah atau bagaimana kebijaksanaan pembangunan itu yang membentuk sikap masyarakat itu.

Wujud dari keterlibatan masyarakat di Indonesia dalam proses penentuan arah terhadap pembangunan, terlihat dengan adanya lembaga-lembaga masyarakat yang secara formal menjadi sumber dan pendamping pemerintah dalam pembangunan.

Memang nampaknya arah dan tujuan pembangunan telah digariskan oleh pemerintah melalui keputusannya dari atas, tetapi pada dasarnya bersumber dari masyarakat, yang populernya disebut bersumber dari suara rakyat sesuai dengan prinsip yang dianut demokrasi Pancasila adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang secara konstitusional diperjelas dengan ketentuan bahwa arah dan tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil yang berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti juga yang dituangkan dalam Tap MPR yang berstatus sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan kenegaraan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah pembangunan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini sangat jelas. Kalaupun pada hal tertentu tidak melalui kegiatan formal seperti yang telah diuraikan di atas, tetapi sering terjadi melalui saran-saran atau yang bersifat psikologis, misalnya dalam mengoreksi proses penentuan arah pembangunan itu sebagai hasil atau bukti dari partisipasi masyarakat di bidang penentuan kebijaksanaan pembangunan melalui suara-suaranya yang disalurkan pada lembaga-lembaga penyalur pendapat umum seperti pers misalnya, sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diagregasikan. 

2. Sikap dalam Memikul Tanggungjawab Terhadap Pelaksanaan Pembangunan.

Menurut Slamet (2002:21), mengemukakan bahwa adanya keterlibatan anggota masyarakat dalam memikul beban dan pertanggungjawaban dalam proses pembangunan, hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan kegaitan produktif yang serasi pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.

Sesuai pendapat tersebut di atas, maka keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan pertanggungan jawab pelaksanaan dan hasil pembangunan secara kongkritnya dapat dilihat pada bantuan yang bersumber dari masyarakat terutama dalam pembiayaan.

Masyarakat Indonesia khususnya keterlibatan dalam memikul beban pembangunan ini, adalah sesuatu yang sudah menjadi budaya. Bukan bagi masyarakat peKelurahan an keterlibatan ini merupakan kewajiban, sebab sebagaimana terlihat dalam pembangunan peKelurahan an, justru peranan masyarakat sangat menentukan dalam pembiayaan pembangunan Kelurahan , sehingga adanya pelaksanaan pembangunan pisik di Kelurahan  yang jumlah pelaksanaannya lebih banyak dari hasil swadaya masyarakat sudah merupakan hal yang wajar.

Di samping itu, dapat pula dilihat dalam hal masyarakat melipatgandakan produksinya untuk memenuhi target pemerintah adalah juga merupakan keterlibatan masyarakat dalam memikul beban khususnya dalam pembangunan pertanian misalnya.

Untuk mengetahui terjadinya keterlibatan masyarakat dalam pertanggungan jawabnya terhadap pembangunan ialah dengan melihat berfungsinya masyarakat itu, yang dapat dilihat pada kenyataan bahwa masyarakat turut mengawasi jalannya pembangunan, dalam arti bahwa mereka secara sadar menjaga kemungkinan-kemungkian terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan itu, adanya keterlibatan dalam pertanggungan jawab ini dapat pula dilihat pada bentuk kegiatannya dalam memelihara dan membina hasil-hasil pembangunan.

3. Keterlibatan dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan

Selain yang telah diuraikan di atas, maka adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Keterlibatan di dalam pembangunan Indonesia berupa kesadaran masyarakat untuk memetik hasil dan kegunaan pembangunan secara merata, dalam artian masyarakat bersikap terbuka dalam rangkaian menikmati hasil serta manfaat pembangunan dengan kondisi atau tingkat perkembangan pembangunan serta atas dorongan pemerintah melakukan tindakan penyerdehanaan khususnya di dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dicapai
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Cohen & Unphoff (2000:45), m`engemukakan keterlibatan masyarakat secara langsung mengandung 4 dimensi pokok yaitu :

1. Partisipasi dalam mengambil keputusan

2. Partisipasi dalam implementasi pelaksanaan

3. Partisipasi dalam distribusi manfaat / keuntungan

4. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Keempat dimensi partisipasi masyarakat di atas, dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor fisik, faktor status sosial ekonomi, faktor sosial budaya, faktor policy pemerintah dan faktor teknologi.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Slamet (2002:13), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi antara lain adalah :

1. Faktor lingkungan fisik, mencakup; variabel kesuburan tanah, jenis tanah, iklim, topografi dan orbitasi daerah.

2. Faktor sosial ekonomi, mencakup; variabel jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status pemilikan rumah / lahan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja keluarga dan tingkat kesehatan.

3. Faktor sosial budaya, mencakup; variabel norma, nilai kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, usia, seks, dan simbol-simbol. 

4. Faktor policy pemerintah, mencakup; variabel sifat-sifat koordinasi kepemimpinan lembaga sosial, pendekatan untuk memonitor masyarakat dan tingkat kebebasan untuk menyatukan pendapat dan keinginan.

E. Metode Penelitian

Disain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Timoreng Panua, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan disain penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode survey yang tujuan untuk mengumpulkan sejumlah informasi dan data berdasarkan wawancara di lokasi yang berkaitan dengan aspek penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparatur desa, kepala dusun, pengurus BPD, Pengurus PNPM dan yang ada di Kantor Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng, yang berjumlah 40 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampel total atau penelitian sensus yakni keseluruhan dari populasi. Karena populasi tersebut di atas tidak terlalu banyak, maka peneliti mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang berjumlah 40 orang.
Untuk memperoleh data yang lebih akurat, sehingga relevan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden sesuai dengan objek penelitian.

3. Studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan membaca dan mengumpulkan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
F. Partisipasi Masyarakat Menghadiri Musrenbang
Dalam menguraikan hasil penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Timoreng Panua, beberapa indikator penelitian yang penulis teliti dengan mengumpulkan data melalui jawaban responden melalui angket responden. Adapun indikator penelitian terkait dengan hal tersebut di atas, penulis memulai meneliti dan mengumpulkan data mulai dari partisipasi masyarakat, berikut uraian datanya:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Menghadiri Musrenbang
Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang di Desa Timoreng Panua, sesuai dengan jawaban angket pada responden yaitu paling banyak memberikan penilaian kurang baik, artinya partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang di Desa Timoreng Panua adalah masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yaitu ada 32 orang (80%) responden yang memberi jawaban kurang baik, menyusul 1 orang (2,50%) responden yang memberi jawaban tidak baik, dan hanya 6 orang atau hanya 15% responden yang memberi jawaban baik, serta hanya 1 orang (2,50%) responden yang memberi jawaban sangat baik. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang di Desa Timoreng Panua adalah kurang baik.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penentuan Arah 
Dari segi keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah dalam musrenbang, setelah diadakan penelitian, diperoleh data bahwa paling banyak responden memberikan penilaian baik. Terdapat 24 orang (60%) responden yang memberi jawaban baik, menyusul 1 orang (2,50%) responden yang memberi jawaban sangat baik, dan hanya ada 15 orang (37,50%) responden yang memberi jawaban kurang baik, dan tidak ada responden yang memberi jawaban tidak baik. Jadi penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah dalam musrenbang di Desa Timoreng Panua adalah baik.
3. Sikap Masyarakat dalam Memikul Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Pembangunan 
Masyarakat Desa Timoreng Panua harus mempunyai sikap yang baik dalam memikul tanggungjawab pembangunan, dan masyarakat harus merasa memiliki bahwa hasil pembangunan yang telah dicapai adalah merupakan milik masyarakat secara keseluruhan, agar hasil pembangunan tersebut dapat dijaga dan dipelihara oleh semua masyarakat. 

Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian baik, yaitu sebanyak 24 orang (60%), menyusul 1 orang (2,50%) responden yang menilai sangat baik, dan hanya 15 orang (37,50%) responden yang menilai kurang baik, dan tidak ada responden yang menilai tidak baik. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa sikap masyarakat dalam memikul tanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua adalah baik.
4. Keterlibatan Masyarakat dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan
Keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan adalah merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, karena dengan memanfaatkan hasil pembangunan, maka masyarakat akan merasa memiliki hasil pembangunan tersebut, sehingga dapat memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 31 orang (77,50%) memberikan jawaban baik, dan hanya 9 orang (22,50%) responden yang memberikan jawaban kurang baik, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat baik dan tidak baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tentang keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan di Desa Timoreng Panua adalah baik.
5. Keterlibatan Secara Aktif Bagi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan, Perencanaan, Sampai pada Monitoring dan Evaluasi

Pada saat rapat musrenbang yang berlangsung di Kantor Desa Timoreng Panua, dan sebelum diambil suatu keputusan tentang perencanaan pembangunan, maka biasanya pimpinan rapat musrenbang meminta pendapat atau saran dari masing-masing rapat, dalam hal ini masyarakat yang hadir pada musrenbang tersebut, setelah menerima pendapat atau saran, maka pimpinan menentukan suatu keputusan, demikian pula pada saat perencanaan sampai pada monitoring dan evaluasi dari hasil musrenbang, masyarakat selalu dilibatkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 20 orang (50%) memberikan jawaban baik, menyusul ada 2 orang (5%) responden yang memberikan jawaban sangat baik, dan hanya 18 orang (45%) responden yang memberikan jawaban kurang baik, sedangkan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa Keterlibatan Secara Aktif Bagi Masyarakat Dalam Pembuatan Keputusan, Perencanaan, Sampai Pada Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pembangunan di Desa Timoreng Panua adalah baik. 
6. Tugas-Tugas Panitia Pelaksana Musrenbang Desa 
Untuk mengetahui tugas-tugas panitia pelaksana musrenbang di Desa Timoreng Panua berjalan dengan efektif atau tidak efektif, penulis melakukan pengumpulan data melalui hasil angket responden, sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas responden yaitu 33 orang (82,50%) memberi jawaban efektif, dan hanya 7 orang (17,50%) responden yang memberi jawban kurang efektif, dan tidak ada responden yang memberi jawaban sangat efektif dan tidak efektif. Dengan persentase jawaban responden tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tugas-tugas panitia pelaksana musrenbang desa di Desa Timoreng Panua adalah efektif. 
7. Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Desa 
Mekanisme pelaksanaan musrenbang desa seperti yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Timoreng Panua, sesuai hasil penelitian yaitu pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang berlaku. Hal demikian sesuai dengan penilaian responden melalui angket responden yang menunjukkan bahwa terdapat 29 orang (72,50%) responden yang memberi jawaban baik, menyusul ada 2 orang (5%) responden yang memberi jawaban sangat baik, dan hanya 9 orang (22,50%) responden yang memberi jawaban kurang baik, dan tidak ada responden yang memberi jawaban tidak baik. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan musrenbang desa di Desa Timoreng Panua adalah baik.
8. Partisipasi Peserta Rapat Musrenbang Desa 

Dilihat dari segi partisipasi peserta rapat musrenbang di Desa Timoreng Panua yaitu dari segi partisipasi masyarakat untuk menghadiri undangan musrenbang, sesuai dengan hasil penelitian melalui pengumpulan data melalui angket responden, maka didapat bahwa partisipasi peserta rapat dalam musrenbang desa yaitu kurang berpartisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu ada 27 orang (67,50%) memberi penilaian kurang berpartisipasi, menyusul 2 orang (5%) responden yang memberi jawaban tidak berpartisipasi. Dan hanya 11 orang atau hanya 27,50% responden yang memberi jawaban berpartisipasi, dan tidak ada responden yang memberi jawaban sangat berpartisipasi. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi peserta rapat dilihat dari segi kehadiran peserta rapat Musrenbang Desa di Desa Timoreng Panua adalah kurang berpartisipasi.
9. Usulan Peserta Rapat Musrenbang Desa 
Hasil musrenbang desa yang disepakati atau disetujui pada saat dilaksanakan rapat musrenbang, adalah merupakan hasil dari usulan peserta rapat yang berhasil diterima usulannya, namun ada juga usulan masyarakat yang kurang diterima. Berdasarkan olahan data pada tabel, dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 31 orang (77,50%) menilai usulan diterima, menyusul ada 2 orang (5%) responden yang menilai usulan sangat diterima. Dan hanya 7 orang atau hanya 17,50% responden yang menilai bahwa usulan kurang diterima. Dan Tidak ada responden yang menilai usulan tidak diterima. Dengan persentase jawaban responden tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa usulan peserta rapat musrenbang diterima.
10. Implementasi Rencana Kegiatan Pembangunan
Untuk mengetahui implementasi rencana kegiatan pembangunan di Desa Timoreng Panua, penulis melakukan pengumpulan data melalui jawaban responden melalui angket responden, adapun jawaban atau penilaian responden tentang hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu ada 33 orang (82,50%) menilai baik, dan hanya 7 orang atau hanya 17,50% responden yang menilai kurang baik, sedangkan tidak ada responden yang menilai sangat baik dan tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi rencana kegiatan pembangunan di Desa Timoreng Panua adalah baik.
11. Adanya Narasumber dalam Kegiatan Musrenbang Desa
Setiap diadakan kegiatan musrenbang desa di Desa Timoreng Panua, penulis menilai bahwa selalu ada narasumber, narasumber yang biasanya hadir yaitu dari pihak panitia musrenbang kabupaten atau dari pihak Bappeda, yang didampingi oleh pemerintah kecamatan. Kehadiran narasumber menurut mayoritas responden sebanyak 30 orang (75%) memberi penilaian bahwa selalu ada narasumber, dan hanya 10 orang atau hanya 25% responden yang menilai kadang-kadang ada narasumber, dan tidak ada responden yang menilai tidak pernah ada narasumber. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa dalam kegiatan musrenbang desa di Desa Timoreng Panua selalu ada narasumber.
12. Proses Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Musrenbang Desa

Proses pengambilan keputusan pada kegiatan musrenbang desa di Desa Timoreng Panua adalah sudah baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa sebelum pengambilan keputusan, semua peserta rapat dilibatkan, sehingga hal itu dinilai baik oleh responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 33 responden (82,50%) menilai baik, menyusul ada 3 orang (7,50%) responden yang menilai sangat baik, dan hanya 4 orang atau hanya 10% responden yang menilai kurang baik, dan tidak ada responden yang menilai tidak baik. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan pada kegiatan musrenbang desa di Desa Timoreng Panua adalah sudah baik.
13. Hak Peserta Rapat dalam Proses Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Musrenbang Desa
Adanya perhatian dari pimpinan rapat musrenbang desa terhadap hak peserta rapat dalam proses pengambilan keputusan pada kegiatan pelaksanaan musrenbang desa di Desa Timoreng Panua, sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden yaitu hak-hak peserta rapat sudah diperhatikan. Mayoritas responden yaitu 30 orang (75%) memberikan penilaian diperhatikan, menyusul 2 orang (5%) responden yang menilai sangat diperhatikan, dan hanya 8 orang atau hanya 20% responden yang menilai kurang diperhatikan. Dan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak diperhatikan. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Proses Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Musrenbang Desa di Desa Timoreng Panua adalah diperhatikan.
G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
1. Faktor Penunjang
Sumber daya manusia atau aparatur yang bekerja di Kantor Desa Timoreng Panua adalah merupakan faktor penunjang dalam pembangunan desa di Desa Timoreng Panua. Setelah penulis melakukan pengumpulan data melalui jawaban responden melalui angket responden, diperoleh data bahwa SDM aparatur kantor desa tersebut sudah memadai, sehingga aparatur desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa, tidak mempunyai hambatan, karena tingkat pendidikan aparatur desa itu sendiri sudah memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 35 orang (87,50%) memberikan penilaian memadai, menyusul 3 orang (7,50%) responden yang memberikan penilaian sangat memadai, dan hanya 2 orang atau hanya 5% responden yang kurang memadai, ddan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak memadai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia/Aparatur Desa Timoreng Panua dalam melaksanakan hasil musrenbang adalah memadai.

Selanjutnya, adanya koordinasi dan transparansi tentang sumber pendanaan dan rencana pembangunan adalah merupakan faktor penunjang terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden pada angket/ kuisioner yang dibagikan, di mana dapat diketahui bahwa terdapat 30 orang (75%) responden yang memberikan penilaian menunjang, menyusul 2 orang (5%) responden yang memberikan jawaban sangat menunjang, dan hanya 8 orang atau hanya 20% responden yang memberikan penilaian kurang menunjang, dan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak menunjang. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa adanya koordinasi dan transparansi tentang sumber sumber pendanaan dan rencana pembangunan di Desa Timoreng Panua adalah faktor penunjang.
2. Faktor Penghambat
Yang menjadi faktor penghambat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, utamanya pembangunan di Desa Timoreng Panua, yaitu dari lingkungan fisik, faktor sosial ekonomi dan faktor sosial budaya. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden pada angket yang menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu ada 30 orang (75%) memberikan penilaian berpengaruh, menyusul ada 4 orang (10%) responden yang memberikan penilaian sangat berpengaruh, dan hanya 6 orang (15%) responden yang memberikan penilaian kurang berpengaruh, dan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak berpengaruh. Jadi penulis menyimpulkan bahwa faktor lingkungan fisik, faktor sosial ekonomi dan faktor sosial budaya adalah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Timoreng Panua. 
H. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada Bab IV di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang sesuai hasil penelitian yaitu 80% kurang baik, keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah dalam musrenbang yaitu 60% baik, sikap masyarakat dalam memikul tanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan yaitu 60% baik, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan yaitu 77,50% baik, keterlibatan masyarakat secara aktif bagi masyarakat dalam pembuatan keputusan, perencanaan sampai pada monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan yaitu 50% baik, tugas-tugas panitia pelaksana musrenbang yaitu 82,50% efektif, mekanisme pelaksanaan musrenbang yaitu 72,50% baik, partisipasi peserta rapat musrenbang yaitu 67,50% kurang berpartisipasi, usulan peserta rapat musrenbang yaitu 77,50% diterima, implementasi rencana kegiatan pembangunan yaitu 82,50% baik, adanya narasumber dalam kegiatan musrenbang yaitu 75% responden menilai selalu ada narasumber, dalam proses pengambilan keputusan yaitu 82,50% baik, hak peserta rapat dalam proses pengambilan keputusan pada kegiatan musrenbang hasil penelitian yaitu 75% diperhatikan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor penunjang, dengan hasil penelitian tentang sumber daya manusia/aparatur desa dalam melaksanakan hasil musrenbang yaitu 87,50% memadai, adanya koordinasi dan transparansi tentang sumber pendanaan dan rencana pembangunan yaitu 75% menunjang, dan faktor penghambat dari pengaruh faktor lingkungan fisik, faktor sosial ekonomi dan faktor sosial budaya dengan hasil penelitian yaitu 75% berpengaruh.
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